ABSTRAK

Umumnya sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas kehidupan
anaknya. Keberadaan seorang anak yang lahir bukan dari suatu ikatan perkawinan
yang sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatatkan dalam
instansi yang berwenang dikenal dengan istilah nikah siri kemudian berpengaruh
terhadap status anak yang mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan
hak anak tersebut. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VI11/2010 yang mana menurut Undang Undang Perkawinan Pasal 43
ayat (1) menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya saja bertentangan dengan Undang - Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diartikan bahwa hubungan perdata
antara ayah dan anak luar kawin tidak diakui meskipun berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lain dapat dibuktikan mempunyai
hubungan darah secara biologis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Hukum normatif,
yaitu penelitian keperpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
kepustakaan. Teknik dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
deskriptif. Bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja
yang terdiri dari bahan- bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier, maka dalam mengelola dan menganalisis badan hukum tersebut
tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu
hukum

Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya pengakuan dari seorang ayah
maka kedudukan dan hak waris anak luar kawin dapat berubah menjadi anak luar
kawin yang diakui sehingga anak tersebut mendapat perlindungan hukum.
Kedudukan anak luar kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VI111/2010 adalah bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai
ayah biologisnya, tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan
ibunya, akan tetapi juga dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain. Pembuktian dan pengakuan terhadap anak luar
kawin yang dilakukan di Pengadilan inilah yang menjadikan anak luar kawin
menerima haknya sebagai pewaris dari ayah biologisnya. Sebagai anak luar kawin
yang telah diakui berhak mewarisi sesuai dengan golongan yang telah diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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ABSTRACT

Generally, a parent must be responsible for the life of their child. The
existence of a child born where not from a marriage bond legitimate or children
born from marriages that are not registered in the authorized agency is known as
the “Unregistered Marriages” or in Indonesian terms called “Nikah Siri”, then it
affects the status of children who experience discrimination in fulfillment and
protection the rights of the child. Constitutional Court Number 46/PUU-V111/2010
which according to the Marriage Law Article 43 paragraph (1), states that children
born out of wedlock only have a civil relationship with their mother, is contrary to
the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. This means, that the civil
relationship between father and child outside marriage is not recognized, even
though it is based on science and technology or other evidence that can be proven
to be related by blood biological.

In this study, the authors use the method of normative legal, namely library
research conducted by researching materials literature. The techniques and data
analysis used in this research is descriptive. For normative legal research, only
recognizes secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal
materials, and legal materials in tertiary law, in managing and analyzing the legal
entity cannot be separated from the various interpretations known in science law.

The results of this study are that with the acknowledgment of a father, Then
the position and inheritance rights of a child out of wedlock can change to a child
that is recognized so that child gets legal protection. The position of the child out
of wedlock after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-V111/2010 is
that the relationship of a child with a man as the biological father, not solely
because of the ties of marriage to the mother, but it can also be proven based on
science and technology and/or other evidence. Proof and acknowledgment of
outside children Marriage that is carried out in court are what makes a child out of
wedlock accept his rights as heirs from his biological father. As a child out of
wedlock who has been recognized as the right to inherit, according to the group
that has been regulated in the Civil Code.
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